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WALIKOTA METRO 
PROVINSI LAMPUNG 
PERATURAN DAERAH KOTA METRO 

NOMOR % TAHUN 2022 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA METRO, 

Merumbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 
320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kepala 
Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan 
Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun 
anggaran berakhir; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban 
Pela.ksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021; 

Mengingat I Undang-Undang Noror 12 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, 
Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya 
Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3825]; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Kuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pereriksaan Pengelolaan dun Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400]; 

5. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

7. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dam 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575]; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5155); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara /Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
NOmor 6793; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 
2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur 
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6177); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomar 5161); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Noror 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533) sebagaimana tclah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6523); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Dacrah fLembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6057); 
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 63]; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
2013 tcntang Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 
Nomor 1425) 

24. Pcraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang 
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar 
Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Dacrah Provinsi 
dan di Daerah Kabupaten/Kota [(Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868); 

25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar 
Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umun 
Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891); 

26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kcbudayaan Nomor 
32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan 
Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1687) 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 
2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada 
Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran 
Daerah Kabupaten /Kot (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomnor 1619), 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 
2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar 
Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di 
Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Re publik 
Indonesia Tahun 2019 Nmor 158); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Bcnta Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447), 
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30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
888; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomnor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Dacrah (Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781); 

32 Peraturan Menteri Dalarm Negeri Nomor 59 Tabun 
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
1419) 

33. Kcputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan 
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan 
Keuangan Daerah; 

34, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 
Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro 
Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Thun 2019 
(Lembaran Darah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9); 

35. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor S 'Tahun 22017 
tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan 
Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Metro [Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2017 
Nomor S, Tambahan Lembaran Dacrah Kota Metro 
Nomor 5); 

36. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Noror 14) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dacrah 
Kota Metro Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah 
Kota Metro Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9); 

37. Peraturan Daerah Kota Metro Noror 7 Tahun 2020 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Metro Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 7]; 

38. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2020 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Metro 
Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 
Kata Metro Nomor 10), 
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39. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2021 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota 
Metro Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Metro Nomor 8); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO 

dan 

WALIKOTA METRO 

MEMUTUSKAN: 

Menctapkan. PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 

Pasad l 

(I) Pertanggungiawa ban peclaksanaan APBD Tahun Anggaran 
202I berupa laporan keuangan memuat: 
a. Laporan Realisasi Anggaran; 
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 
c. Laporan Operasional; 
d. Laporan Perubahan Ekuitas; 
e Nerace; 
f. Laporan Arus Kas; dan 
g. Catatan atas Laporan Keungan. 

(2) Laporan kcuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan 
kcuangan Badan Usaha Milik Daerah 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal I ayat (l) huruf a sebagai berikut: 

a. Pendapatan-LRA Rp 938.645.387.425,64 
b. Belanja Rp 928.078.024.222,59 

Surplus/(defisit) Rp 10 .567 363.203,05 
c. Pembiayaan 

Penerimaan Rp 72.359.642.833,19 
-Pengeluaran Rp 2.000.000.000,00 
Pembiayaan netto Rp 70.359.642.833,19 

Sisa Lebih Pembiayaan Rp 80.927.006.036,24 
Anggaran (SILPA) 
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Pasal 3 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 sebagai berikut: 

(1) Sclisih anggaran dengan realisasi pendapatan scbcsar 
Rp 26.851,173.130,64 dengan rincian sebagai berikut: 

8. nggaran pendapatan Rp 911.794.214.295,00 
setelah perubahan 

b. Realisasi Rp 938.645.387.425,64 
Selisih Lebih/(Kurangl Rp 26.851.173.130,64 

(2) Sclisih anggaran dengan realisasi Belanja scbcsar 
RD 54,079,019.296,41 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran belanja setela.h Rp 
perubahan 

b. Reaoas P 928.078.024.222,59_ 
Selisih Lebih/(Kurang) Rp 54.079.019.296,41 ��------�- 

(3) Selisih anggaran dengan realisasi Surplus / (defisit) 
sebesar Rp (80.930.192.427,05) dengan rincian sebagai 
berikut: 
a. Surplus/ (defisit) setelah Rp 

perubahan 
b. Realisasi Rp 10.567.363.203,05 

_A .LL saloon Lcbm/morn P (99.930.1923.-127.0 
(4) Selisih anggaran dengan rcalisasi penerimaan pembiayaan 

scjumlah Rp 3.186.390,81 dengan rincin sebagai 
berikut: 

982.157.043.519,00 

(70.362.829.224,00) 

a. 

b 

Anggaran penerimaan Rp 
pem biayaan setelah 
perubahan 
Rea»ost 8 72.359.642.833.19_ 

sea» Lab / (Krane _ 319390.8_ 

72.362.829.224,00 

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran 
pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebaga 
berikut: 
a. Anggaran pengeluaran Rp 2.000.000.000,00 

pembiayaan setelah 
perubahan 

b. Realisasi RRp_ 2.000.000.000,00 
Selisih Lebih/(Kurang) Rp 0,00 

(6) Selisih anggaran dengan 
sejumlah Rp 3.186.390,81 
berikut; 

realisasi 
dengan 

pembiayaan netto 
rincian sebagar 

a. Anggaran pembiayaan Rp 70.362.829.224,00 netto setelah perubahan 
b. Realisasi Rp 70.359.642.833 19 

Selisih Lebih/(Kurang) Rp 3.186.390,8 1 
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Pasal 4 

Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (l) huruf b per 31 Desember 
tahun 2021, terdiri atas: 

a. Saldo Anggaran Lebih Awal 
b. Penggunaan Saldo 

Anggaran Lebih Sebagai 
Penerimaan Pembiayaan 
Tahun Berjalan 

e. Sisa Lcbih Pembiayaan 
Anggaran 

d. Koreksi Kesalahan 
Pembukuan Tahun 
Sebelumnya 

e. Lain-lan 
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir 

Rp 

Rp 

Rp 

R 

Rp 
Rp 

72.327.829.224,19 

(72.327.829.224,19) 

80.927 .006.036,24 

0,00 

0,00 
80.927.006.036,24 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal l 
ayat (I) huruf c per 3I Desember Tahun 2021, terdiri atas : 

a. Pendapatan-LO 
b. Beban dari Kegiatan 

Operasional 
Surplus / Defisit dari 
Kegiatan Operasional 

c. Surplus Non Operasional 
d. Defisit Non Operasional 

Surplus / Defisit dari 
Non Operasional 
Surplus / Defisit 
Sebelum Pos Luar 
Biasa 

d. Pos Luar Biasa 
Surplus / Defisit Dari 
Pos Luar Biasa 
Surplus / Defisit 

Rp 943.008.564.144,33 

Rp 961.326.146.624,39 
Rp (18.317.582.480,06) 

Rp 0,00 
Rp (14.362.668.255,00) 

Rp (14.362.668.255,00) 

Rp (32.680.250.735,06) 

Rp 5.711.339.150,00 

Rp (5.711.339.150,00) 

Rp (38.391.589.885,06) 

Laporan Perubahan Ekuitas scbagaimana dimaksud dalarm 
Pasal ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2021, terdiri 
atas' 

a. 
b. 
c. 

d. 

Ekuitas Awal Rp 2.832.500.543.369,44 
Surplus / Defisit - LO Rp (38.391.589.885,06) 
Dampak Kumulatif 
Perubahan Kebijakan/ Rp (120.305.628.028,34) 
Kesalahan Mendasar 
Koreksi Nilai Persediaan Rp 700,00 
Selisih Revaluasi Aset Rp Tetap 120.325.428.728,00 
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f. Pendapatan Diterima Rp 19.800.000,00 Dimuka 
g Koreksi Ekuitas Lainnya Rp 21.895.266.724,94 
h Ekuitas Akhir Rp 2.695.698.592.180,98 

Pasul 7 

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal l ayat (I) huruf c 
per 3I Desember Tahun 2021 sebagai berikut 

a. Jumlah aset 
b. Jumlah kewajiban 
e. Jumlah ekuitas dana 

Rp 2.747.666.114.763,88 
Rp 51.967.522.582,90 
Rp 2.747.666.114,763,88 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 
(l) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3l 
Desember Tahun 2021 sebagai berikut: 

a, Baldo kas awal per I Rp 72.329.280.133,19 Januari 2021 
b Arus kas dari aktivitas Rp 138.175.197.762,84 operasi 
c. Arus kas dari aktivitas Rp (129.607.834.559,79) mnvestas 
d. Arus kas dari aktivitas Rp 31.813.609,00 pendanaan 
e. Arus kas dari aktivitas Rp 2.920.751,00 transitoris 
f. Saldo kas akhir per 3l Rp 80.931.377.696,34 Dcsember 2021 

Pasad 9 

Catatan Atas Laporan Keuangan scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik 
secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan 
keuangan. 

Pasal 10 
Pertanggungjawa.ban pelaksanaan APBD scbagaimana 
dimaksud dalam Pasal I tercantum dalam Lampiran Peraturan 
Daerah ini, terdiri dari 

1 Lampiran 
Lampiran L.I 

Lampiran L.2 

Laporan Realisasi Angaran 
Ringkasan Laporan Realisasi 
Angaran menurut urusan 
pemerintahan daerah dan organisasi; 
Ringkasan APBD yang 
diklasifikasikan menurut kelompok 
dan jenis pendapatan, belanja dan 
pembiayaan; 
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Lampiran 13 

Lampiran I.4 

2) Lampiran IH 

3) Lampiran Ill 
4) Lampiran IV 
5 Lampiran V 
6) Lampiran VI 
7) Lampiran VII 
8) Lampiran VIII 
9 Lampiran IX 

10 Lam piran X 

11 I Lampiran XI 

12) Lampiran XII 

13) Lampiran XIII 
14) Lampiran XIV 

15) Lampiran XV 
16) Lampiran XVI 
7) Lampiran XVII 
18) Lampiran XVIII 
I9) Lampiran XIX 

20) Lampiran XX 

Lampiran XX.I 

Lam piran XX.2 

Rincian APBD menurut urusan 
pemerintahan dacrah, organisasi, 
program, kegiatan, sub kegiatan, 
kelompok, dan jenis pendapatan, 
belanja dan pembiayaan; 
Rekapitulasi realisasi belanja 
menurut urusan pemerintahan 
daerah, organisasi, program, kegiatan 
dan sub kegiatan; 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran 
Lebih; 
Laporan Operasional; 
Laporan Perubahan Ekuitas; 
Neraca; 
Laporan Arus Kas; 
Catatan atas laporan keuangan; 
Daftar rekapitulasi piutang daerah; 
Daftar rekapitulasi penyisihan piutang 
tidak tertagih; 
Daftar reckapitulasi dana bergulir dan 
penyisihan dana bergulir; 
Daftar penyertaan modal [investasi] 
pemerintah dacrah; 
Daftar rekapitulasi realisasi 
penambahan dan pengurangan aset 
tetap daerah 
Daftar rekapitulasi aset tetap; 
Daftar rekapitulasi konstruksi dalam 
pekerjaan; 
Daftar rekapitulasi aset lainnya; 
Daftar dana cadangan daerah; 
Daftar kewajiban jangka pendek; 
Daftar kewajiban jangka panjang; 
Daftar sub kegiatan yang belum 
diselesaikan sampai akhir tahun 
anggaran 2021 dan dianggarkan 
kembali tahun anggaran berikutnya; 
dan 
[khtisar laporan keuangan badan 
usaha milik dacrah/ perusahaan 
daerah. 
Ikhtisar laporan keuangan (neraca) 
badan usaha milik daerah/ 
perusahaan daerah 
Ikhtisar laporan keuangan flaporan 
laba/rugi) badan usaha milik daerah/ 
perusahaan daerah 
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Pasal 11 

Walikota menctapkan Peraturan Wahkota tentang penjabaran 
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagai 
rincian lebih lanjut dari pertanggungiawaban pelaksanaan APBD Tahun 
Anggaran 2021. 

Pasal 12 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro. 

Ditetapkan di Metro 
pada tang l 9 Agustus 2022 

RO, 

/ 
WAHDI 

Diundangkan di Metro 
pada tanggal "} Agustus 2022 
SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO, 

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2022 NOMOR .k 
REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG 
NOMOR: 06/ 1312/MTR/2022 
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